PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGEA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Momor 233 TelpfFax.(0233) 281097
Mnjarengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1] TAHUN 2016
TENTANG

IZTH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD}
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASH IBU
DESA MEKARSAR] KECAMATAN JATIWANG! KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGHA

Menimbang - 3. bahwa memperhatikan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH [BU
Desa Mekarsai Kecamalan Jafiwengi  Kabupaten Majalengka Nomor
T KLX2016 langgal 14 Oktober 2016 perhal Permohonan Perpanjangan
lzin Operasional, sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jafwangi Nomor 421.197-UPTD Pendidikan langgal 14 Ckiober 2016 dan
berdasarkan hasil vesifikasi adminisirasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka.

b. bahwa bemdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan
Masional, dipandang pedu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini [PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) KASIH IBU Desa Mekarsasi
Kecamatan Jatwangi Kabupaten Majalengka yang dilefapkan  dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mongingat - 1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950  lentang Pembentukan Deerah-
Doersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 1950, sebagaimana ielah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahen 1968 terang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomer 14 Tahun
1950 fentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Bargt {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 1268
Nomer 31, Tambahan Lembaran Megara Repubiik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidian Nasional
{Lembaran Megara Republk Indonesia Tatwn 2002 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3 Undang-Undang Nomor 32 Tamm 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubfk indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 {ahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Alas UndangUndang Momor 32 lahun 2004
Tentang Pemerntzhan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 MWomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Momor 4844);
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Undang-Undang Nomoe 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
anlara Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Megara Republk
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 Tenfang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana
ielah diubeh dengan Peraturan Pemerintah Momor 32 Tatwn 23 tentang
Perubahan Atas Peralman Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Stamdar Nasional Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
A3 Momor 71, Tambahan Lembaran Negarm Republk Indonesta
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Momos 38 Tahen 2007 Tentang Pembagian Urnesan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provingi dan Pemerintah
Kahupaten¥ota (Lembaran Megara Repubfik Indonesia Tahun 2007
Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Omanisasi Perangkat
Doerah [Lembaran Megara Repubfk Indonesia Tahun 2007 Momor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonesia Nomor 4750);

Poraturan Pemetintah Nomor 45 Tabun 2008 Tentang Pendanaan Penddikan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20028 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4564);

Peraturan Pemerintzh Momor 17 Tahun 2010 Tentang Pengefolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidkan  (Tambahan Llembaran MNegara Repubik
Indonesia Tahun 2010 Momor 23), sebagaimana telah divbah dengan
Peraturan  Pemedntah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Afas
Pergturan Pemernish Momor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tabum
2010 MNomor 112, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5157)

Peraturan Menter Pendidikan Nasional Republik Indonesia Momor 58 Tahum
2009 Tenlang Standar Pendidikan Anak Usia Cini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendidan Satuan Pendidikan Nonformal {Berita Negara
Republk Indonesia Tatum 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubfik Indonesia
Nomor B4 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dind
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 1274)

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 2 Tahum 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Doerah Kabupaten Majatengka (Lembaran Daersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Normor 13;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Crganisasi Perangkat Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerch
Kabupaten Majalengka Tahum 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Perateran Doerah Kabupaten Majalengka Momor 8 Tahin 2011
Tenlang Perubahan Atas Peraturan Deerzh Nomor 10 Tahun 2009 Tenlang
Organisasi Perangkat Deersh Kabupaten Majslengka (Lembaran Deerah
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KESATU

KEENPAT

Tembusan :

MEMUTUSKARN

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidiken Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK} KASIH iIBU Desa Mekarsan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketenturan sebagai berfkut -

1. Menizati Peraturan Peundang-Undangan yang berlake;

2. Mengqunakan Kurkulum dan Metoda Pembelsjaran yang sesual dengan
ketentuan;

3. Menyampakan laporan perkembangan seliap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Majaiengka;

lzin sebagaimana dimaksud dalam diktiem KESATU bedaku selama memenuhi
ketertuan dan dievakuasi setiap lahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan pefaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
lersebul, maka fzin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak {TK) ini akan dicabut.

Dengan bedakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Momor 111 TAHUN 2013 tanggal 18 Juli 23 dicabad dan
dinyzatakan Gdak berfaku.

Keputusan ini berdakn scjak tanggal ditetapkan dengan ketenfuan apabdla
dikemudian hari terdapat kekefinian dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan alau perubahan sehagaimana meslimya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal  [f -’G-?ﬂu'fthr_rr Al

KEPALA DINAS PES

1. Yih. Bupali Majengka;

2. Y. Direklur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIEMAS Kemendikbuod di Jakara;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidiken Provinsi Jawa Baral di Bandung;

4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi




